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Abstrak 

Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki kewenangan melakukan pengujian Peraturan Daerah dan 

Peraturan Kepala Daerah. Namun, Menteri Dalam Negeri dan Gubernur juga memiliki kewenangan melakukan 

pengujian Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis lembaga 

negara atau pejabat manakah berwenang menguji Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Metode 

penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah lembaga yang berwenang 

menguji Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah adalah Mahkamah Agung Republik Indonesia, 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang secara hierarki lebih tinggi derajatnya yaitu Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24A ayat (1) dan berdasarkan asas hukum Lex Superior 

Derogat Legi Inferiori, yang artinya “hukum yang hierarkinya lebih tinggi menggantikan hukum yang lebih 

rendah, jika terjadi konflik antara peraturan perundang-undangan, maka yang digunakan adalah peraturan lebih 

tinggi derajatnya”. Menteri Dalam Negeri dan Gubernur, apabila menginginkan Peraturan Daerah dan Peraturan 

Kepala Daerah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Menteri Dalam 

Negeri dan Gubernur dapat mengevaluasi rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebelum 

ditetapkan atau disahkan. Pembentuk undang-undang (Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama 

Presiden Republik Indonesia), dalam membentuk undang-undang harus memperhatikan peraturan perundang-

undangan yang lain agar sinkron atau harmoni, tidak saling bertentangan, sehingga tidak menimbulkan 

permasalahan hukum dan dapat memberikan kepastian hukum kepada warga negara. 

Kata Kunci: Wewenang; Pengujian; Peraturan daerah; Peraturan kepala daerah. 

abstract 

The Supreme Court of the Republic of Indonesia holds the authority to conduct judicial reviews of Regional 

Regulations and Regional Head Regulations. However, the Minister of Home Affairs and Governors also 

possess the authority to review these regulations. The objective of this study is to analyze which state institution 

or official is authorized to review Regional Regulations and Regional Head Regulations. This research employs 

a normative legal research method. The results of this study indicate that the institution authorized to review 

Regional Regulations and Regional Head Regulations is the Supreme Court of the Republic of Indonesia, based 

on higher-ranking legislation, namely Article 24A paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of 

Indonesia and the legal principle of Lex Superior Derogat Legi Inferiori, which means "higher law overrides 

lower law; if a conflict occurs between regulations, the higher-ranking regulation shall prevail". Should the 

Minister of Home Affairs and Governors wish to ensure that Regional Regulations and Regional Head 

Regulations do not contradict higher laws, they may evaluate the drafts of said regulations before they are 

enacted or ratified. Legislators (the House of Representatives with the joint approval of the President of the 

Republic of Indonesia) must consider other laws and regulations during the legislative process to ensure they 

are synchronized or harmonious and do not contradict one another, thereby avoiding legal issues and providing 

legal certainty to citizens. 
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1. Pendahuluan 

Asas desentralisasi merupakan asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan 

dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah 

tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu (Said, 2015). 
Desentralisasi juga berarti pemerintah daerah mempunyai hak mengatur sendiri urusan rumah tangga 

daerahnya, hak ini disebut dengan hak otonomi (Sirajuddin, 2016). Dengan adanya desentralisasi, 

pemerintahan daerah berhak membentuk Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah 
(Perkada). Apabila Perda dan Perkada bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi, dapat dilakukan pengujian. 

Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) memiliki kewenangan melakukan pengujian 

Perda dan Perkada, berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah 

Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 
Tentang Mahkamah Agung, serta Pasal 20 ayat (2)  huruf  b Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 48 Tahun  2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.  

Namun, sejak terbentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemerintahan Daerah), Menteri Dalam Negeri 

(Mendagri) dan Gubernur juga memiliki kewenangan melakukan pengujian Perda dan Perkada, 

berdasarkan Pasal 251 UU Pemerintahan Daerah. 

Dengan adanya hal tersebut di atas, telah terjadi pertentangan, tidak sinkron atau tidak 
harmoninya undang-undang yang mengatur wewenang pengujian Perda dan Perkada sehingga 

menimbulkan permasalahan dan ketidakpastian hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

lembaga negara atau pejabat manakah yang berwenang menguji Perda dan Perkada? Adapun tujuan 
penelitian ini, menganalisis lembaga negara atau pejabat manakah yang berwenang menguji Perda dan 

Perkada. 

2. Metode 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau 

penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan 

pustaka atau data sekunder belaka, mencakup penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan 

horizontal (Mamuji, 2018), meneliti sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur 

wewenang pengujian Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Data 

sekunder pada penelitian hukum, mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan 

hukum tertier (Soekarto, 2019). Bahan hukum primer pada penelitian hukum ini, yaitu peraturan 

perundang-undangan yang mengatur wewenang pengujian Perda dan Perkada. Bahan hukum sekunder 

pada penelitian hukum ini, yaitu buku-buku yang memberikan penjelasan terkait dengan peraturan 
perundang-undangan yang mengatur wewenang pengujian Perda dan Perkada. Bahan hukum tertier 

pada penelitian hukum ini, yaitu kamus hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 

terhadap buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang pengujian Perda 
dan Perkada. Pendekatan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (statute 

approach), pendekatan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut 

dengan isu hukum yang sedang ditangani (Marzuki, 2021). Dengan pendekatan undang-undang 

(statute approach), menelaah semua undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang 

mengatur wewenang pengujian Perda dan Perkada. 

3. Hasil dan Pembahasan 



84 Muh. Arafah 

Wewenang pengujian peraturan daerah dan peraturan kepala daerah 

 

Peraturan Daerah (Perda) terdiri atas Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota, berdasarkan 

Pasal 1 angka 7 dan 8, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Perda merupakan salah satu jenis peraturan perundang-
undangan, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan diatur dalam Pasal 7 UU Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan. 

Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terdiri atas Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Wali 

Kota, berdasarkan Pasal 1 angka 26, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemerintahan Daerah). Perkada merupakan 

salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 8 UU Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan. Pada Pasal 246 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah juga dijelaskan terkait dengan 

Perkada. Perkada merupakan salah satu instrumen yang digunakan sebagai instrumen hukum 
penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya pemerintah daerah. Eksistensi Perkada jika dikaji 

secara norma hukum tata negara, termasuk peraturan pelaksana dari Perda (Roza, 2021). 

Suatu undang-undang, seharusnya tidak saling bertentangan, harus sinkron atau harmoni dengan 
undang-undang yang lain. Undang-undang yang saling bertentangan, tidak sinkron atau tidak harmoni, 

maka yang harus diketahui adalah materi muatan suatu undang-undang, apabila materi muatan salah 

satu undang-undang diantara undang-undang yang lain saling bertentangan, tidak sinkron atau tidak 

harmoni, merupakan materi muatan yang secara eksplisit (tegas) diatur dalam  Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945  (UUD NRI tahun 1945), maka undang-undang tersebutlah 

yang tepat berlaku karena secara hierarki UUD NRI Tahun 1945 berada pada kedudukan yang 
tertinggi derajatnya dalam hierarki peraturan perundang-undangan (Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan). Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan 

hierarki. (Pasal 7 UU ayat (2) Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Hierarki yang berarti 
sesuai dengan susunan yang teratur dan urut (Kamus Hukum: Dictionary Of Law Complete Edition, 

2012). 

Selain itu, kekuatan hukum peraturan perundang-undangan berdasarkan pada asas-asas dalam 
ilmu hukum yaitu asas hukum “Lex Superior Derogat Legi Inferiori”, yang artinya “hukum yang 

hierarkinya lebih tinggi menggantikan hukum yang lebih rendah, jika terjadi konflik antara peraturan 

perundang-undangan, maka yang digunakan adalah peraturan lebih tinggi derajatnya” (Mochtar & 

Hiariej, 2021). Suatu norma hukum dari negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang. 

Norma yang dibawah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi; norma yang 

lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, sampai pada suatu 

norma tertinggi yang disebut norma dasar (Suprapto & Attamimi, 2007). Peraturan perundang-

undangan itu tersusun secara hierarkis dan mempunyai proporsi materi muatan tertentu. Penyusunan 

secara herarkis itu bersifat ketat menentukan derajat masing-masing peraturan perundang-undangan 
dan isi setiap peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis ada di bawahnya tidak boleh 

bertentangan dengan peraturan yang secara hierarkis ada di atasnya (Moh. Mahfud MD, 2007). Pada 

Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, juga dijelaskan bahwa: 
“dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan 

Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih 

rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi” 

(Mandasari, 2013). 

Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) dalam melakukan pengujian Perda dan Perkada, 

bukan hanya berdasarkan Pasal 9 ayat (2) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 

31 UU Mahkamah Agung, serta Pasal 20 ayat (2) huruf b UU Kekuasaan Kehakiman, tetapi 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang secara hierarki lebih tinggi derajatnya yaitu UUD 

NRI tahun 1945, pada Pasal 24A ayat (1). Sebagai salah satu lembaga yudikatif atau kekuasaan 

kehakiman, MA RI dalam melakukan pengujian Perda dan Perkada merupakan hak menguji 
(toetsingsrecht). Hak menguji (toetsingsrecht) peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada 
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kekuasaan yudikatif disebut judicial review (Daniel Pesik & Fiodinggo Tanaem, 2022). Sebagai 

konsekuensi dipertegasnya prinsip pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam 

naskah perubahan Undang-undang Dasar 1945, maka produk legislatif daerah ini dapat saja 
bertentangan dengan produk eksekutif di tingkat pusat. Apabila terjadi pertentangan, maka pengadilan 

yang menentukan (Huda, 2019). Pengadilan adalah lembaga kehakiman yang menjamin tegaknya 

keadilan melalui penerapan undang-undang (wet en wetboeken) (Wolhoff, 1960). Kekuasaan 
kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, mengandung spirit untuk tidak menjadikan hukum 

sebagai alat kekuasaan, menegakkan prinsip persamaan di depan hukum dan melindungi campur 

tangan baik bersifat internal maupun eksternal terhadap kekuasaan kehakiman dalam rangka 

mencegah dan menghindari kegagalan pencapaian keadilan (NIMATUL HUDA, 2013). 

Wewenang Mendagri dan Gubernur, melakukan pengujian Perda dan Perkada, bukan hanya 

saling bertentangan, tidak sinkron atau tidak harmoninya peraturan perundang-undangan yang 

mengatur wewenang pengujian Perda dan Perkada, juga telah menimbulkan ketidakpastian hukum 

pada warga negara, kepastian hukum itu sendiri merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh 

konstitusi Republik Indonesia, pada Pasal 28D ayat (1). UUD NRI Tahun 1945. 

4. Simpulan 

Lembaga yang berwenang menguji Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah 
(Perkada) adalah Mahkamah Agung Republik Indonesia, berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang secara hierarki lebih tinggi derajatnya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 Pasal 24A ayat (1) dan berdasarkan asas hukum “Lex Superior Derogat Legi Inferiori”, 
yang artinya “hukum yang hierarkinya lebih tinggi menggantikan hukum yang lebih rendah, jika 
terjadi konflik antara peraturan perundang-undangan, maka yang digunakan adalah peraturan lebih 
tinggi derajatnya”. Menteri Dalam Negeri dan Gubernur, apabila menginginkan Perda dan Perkada 
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Menteri Dalam Negeri 
dan Gubernur dapat mengevaluasi rancangan Perda dan Perkada sebelum ditetapkan/disahkan. 
Pembentuk undang-undang (Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden 
Republik Indonesia), dalam membentuk undang-undang harus memperhatikan peraturan perundang-
undangan yang lain agar sinkron atau harmoni, tidak saling bertentangan, sehingga tidak menimbulkan 
permasalahan hukum dan dapat memberikan kepastian hukum kepada warga negara. 
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